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ABSTRAK
Muhammad Agus B111 08 923, Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara 
Sahabat di Kota Makassar. Bimbingan bapak Dr, Syamsuddin Muchtar, 
S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H 
sebagai pembimbing II.
Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan Delik 
penodaan terhadap bendera Negara sahabat di Kota Makassar dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Delik 
penodaan terhadap bendera Negara sahabat di Kota Makassar. Pokok 
permasalahannya adalah 1) Bagaimanakah Penerapan Delik Penodaan 
Terhadap Bendera Negara Sahabat di Kota Makassar. 2) Apakah faktor- 
faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Delik Penodaan Terhadap 
Bendera Negara Sahabat di Kota Makassar.
Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan pengumpulan 
data melalui literatur-literatur yang diteliti untuk penulisan skripsi mengenai 
Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahaba di Kota Makassar dan 
Wawancara yang dilakukan yaitu dengan tanya jawab kepada pihak aparat 
penegak hukum dan pakar ahli hukum yang berkaitan dengan Delik 
Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahaba di Kota Makassar.
Hasil yang diperoleh dari penelitian menunujukan bahwa pada dasarnya 
Ketentuan mengenai delik penodaan terhadap bendera negara sahabat tidak 
pernah diterapkan di kota Makassar karena dalam beberapa kejadian, seperti 
pembakaran bendera negara sahabat dalam aksi demonstrasi mahasiswa, 
tidak ada upaya penanganan dari penegak hukum data Polres maupun Polda 
Sulawesi Seiatan yarig menunjukkan tidak adanya perkara delik penodaan 
terhadap bendera negara sahabat di kota Makassar meskipun pada 
kenyataannya perbuatan tersebut ada dan tidak diterapkannya delik 
penodaan terhadap bendera negara sahabat di Kota Makassar tidak terlepas 
dari beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum 
terhadap Pasal 142a KUHP, tidak adanya kepentingan nasional yang 
mendesak penyidik untuk melakukan penyidikan.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Delk Penodaan Terhadap Bendera 
Negara Sahabat di Kota Makassar” penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 
memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Imu 
Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.
Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah 
ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. 
Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam 
kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih 
yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, penghormatan yang sebesar- 
besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Tika 
dan Ibunda Bulaeng atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan 
penufis sampai pada saat ini" penulis dapat menyelesaikan studi. Juga 
kepada saudara(i) penulis Achmad, Amiruddin, dan Putri Reski Novianti 
serta seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu 
atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan 
dorongan semangat kepada penulis.
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Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis 
menghaturkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2 Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,
S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu 
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Romi 
Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H,. M.H. 
dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Ibu Nur Azisah., S.H., 
M.H. beserta segenap dosen Bagian Hukum internasional Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.
4 Bapak Dr. Syamsuddin Mychtar, S.H., M.H. selaku. Pembimbing I 
dan Bapak Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H. selaku Pembimbing II di 
tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia 
menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam 
penyusunan skripsi ini.
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5. Bapak Prof. Dr. H. M Said Karim, S.H., M.H., Ibu Hj. Haerana, S.H., 
M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Tim Penguji, 
terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat 
berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, yang 
bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama 
melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran ilmu, 
nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis 
haturkan kepada kepala Polrestabes Makassar dan kepada kepala 
Kejaksaan Negeri Makassar beserta segenap staf.
9. Teman-teman angkatan NOTARIS 2008 serta teman-teman di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas 
kebersamaanya selama ini.
10. Seluruh keluarga, rekan dan sahabat yang semuanya tidak bisa 
disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu penulis 
hingga menyelesaikan studi dan skripsi ini, semoga ALLAH S.W.T 
senantiasa memberikan ganjaran berlipat ganda atas segala bantuan 
dan budi baik kalian semua.
Penulis juga mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada 
kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah 
laku, sejak pertama kali melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin 
hingga menyelesaikan studi.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk 
penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, 
kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan 
kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan 
yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati 
kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah 
SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan 
Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah 
diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,
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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum 
telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa “Negara 
Indonesia adalah negara berdasar atas hukum”. Salah satu ciri negara 
hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak 
asasi manusia bagi setiap warga negara. Negara yang berdasar atas 
hukum berarti setiap warga negara harus taat dan patuh pada hukum 
yang berlaku. Hukum yang berlaku juga harus mampu mangatur dan 
melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa ada diskriminasi.
Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan 
merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan 
harus dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum telah 
mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan 
berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam 
UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
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Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU. 
No. 9 Tahun 1998) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan: “Setiap 
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 9 Tahun 1998 
menyebutkan: “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah hak 
setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan 
dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat”. Perwujudan kehendak warga negara secara 
bebas menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan harus tetap 
dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik 
infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan 
atau pelanggaran hukum sehingga tidak terjadi disintegrasi sosial.
Salah satu bentuk menyampaikan pendapat di muka umum 
adalah demonstrasi/unjuk rasa. Demontrasi adalah kegiatan yang 
dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, 
tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang 
merupakan salah satu hak bagi setiap warga negara yang diatur dan 
dilindungi oleh negara dalam konstitusi dan undang-undang.
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Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan sarana bagi warga 
negara untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kepada 
pemerintah. Setiap orang berhak memperjuangkan haknya 
sebagaimana telah dijamin dalan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 bahwa “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan adanya pengakuan dari 
negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, maka diharapkan 
partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya baik dalam 
bentuk demonstrasi sebagai proses pembangunan bangsa dan negara 
yang demokratis. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
ditegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum 
setiap warga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 
menghormati hak-hak orang Sain, menghormati aturan-aturan moral 
yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati 
keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan 
dan kesatuan bangsa.
Demonstrasi sebagai hak asasi setiap warga negara perlu 
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa sehingga dengan tidak 
melakukan hal-hal seperti pembakaran bendera negara lain yang dapat 
memunculkan pandangan négatif dari negara lain. Berdasarkan hasil
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observasi penulis bahwa pembakaran bendera dalam aksi demonstrasi 
merupakan bentuk protes terhadap negara lain yang dianggap 
mengganggu kepentingan negara. Atas dasar tersebut, diperlukan 
ketegasan pihak kepolisian dalam menerapkan Pasal 142a Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa menodai bendera 
kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah".
Namun dalam kenyataannya aksi demonstrasi lebih banyak 
dilakukan dengan cara-cara yang anarkis seperti pengrusakan fasilitas 
umum dan penghinaan baik terhadap kepala negara dan bendera 
dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh demontrasi aksi 
penghinaan terhadap bendera negara sahabat adalah gelombang 
protes terhadap film Innocent of Muslim yang isinya mendiskreditkan 
dan melecehkan Nabi Muhammad di Kota Makassar pada hari Minggu 
(16/09/2012) pukul 16.00 Wita. Sekitar 80-an kader Kesatuan Aksi
- o -
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kota Makassar 
membacakan pernyataan sikap atas pembuatan film tersebut. Aksi
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yang dilakukan di Fly over Jl. Urip Sumoharjo, Makassar tersebut 
sempat diwarnai dengan pembakaran bendera Amerika Serikat.1
Aksi pembakaran bendera negara sahabat tersebut dapat 
memunculkan pandangan negatif dari negara lain karena bendera 
negara berfungsi sebagai tanda atau lambang suatu Negara. Maka 
dari itu kasus pembakaraan bendera dalam aksi unjuk rasa, terdapat 
kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu harkat dan martabat 
negara dan warga negara dari bendera kebangsaan asing tersebut, hal 
ini berkaitan dengan menjaga harmonisasi hubungan antar negara.
Atas dasar tersebut di atas, maka penulis berinisiatif menelaah 
lebih jauh tentang “ Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara 
Sahabat di Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan iatar belakang di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Penerapan Deljk Penodaan Terhadap Bendera
Negara Sahabat di Kota Makassar ?
1 Tribun Timur,2012. "Contoh kasus penodaan bendera negara sahabat". Dikutip pada laman 
website: http://makassar.tribunnews.com/2012/09/16/mahasiswa-makassar-mulai-demo-film- 
penghina-nabi. Diakses Minggu, 16 September 2012 23:46 WITA
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2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan 
Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat di Kota 
Makassar ?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan Delik Penodaan Terhadap Bendera 
Negara Sahabat di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 
Penerapan Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat 
di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain 
sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang 




Menambah wawasan masyarakat tentang penerapan delik 





Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum 
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan 
penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.2
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai hal yang baik dan hal yang 
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam 
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban 
dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan 
nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai 
inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan 
nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian 
antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai 
ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman
2 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta :PT.
Rajagrafindo Persada. 2012). Hlm. 5.
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titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka 
manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud 
yang serasi.3
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan 
penjabaran yang secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai 
lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di 
dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang 
mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang 
hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah 
tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam 
kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang 
hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan- 
kebolehan.
Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan
- i
bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang 
seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 
Demikianlah konkretisasi daripada penegakan secara konsepsional.
3 Ibid. Hlm. 6.
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Menurut LeFavre, yang mengemukakan bahwa :
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan 
tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi 
berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)4
Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa 
gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 
ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. 
Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai- 
nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang 
bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu 
kedamaian pergaulan hidup.
Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, 
walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain 
itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan 
hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu 
dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut 
mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaa perundang- 
undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan 
mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.
4 Ibid. Hlm. 7.
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:5
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan akan dibatasi 
pada Undang-undang saja.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 
keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan 
suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian 
hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 
normatif.
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 
sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 
bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, penyelenggaraan 
hukum bukan hanya mencakup law enforcement saja, namun 
juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 
sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai
5 Ibid. Hlm. 8.
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kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 
kedamaian.
Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial 
hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena 
tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat 
mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi 
setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara 
kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang 
mendukungnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 
peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada 
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak 
hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy dan D. 
Marjdjono Reksodiputro, yang mengatakan :6
“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi 
penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 
adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran
6 J.E. Sahetapy dan D. Marjdjono Reksodiputro. Paradoks dalam Kriminologi. (Jakarta: Rajawali 
Press. 1989). Hlm. 16.
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adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum 
oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) 
keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan 
terlihat, harus diaktualisasikan”.
Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan 
mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan 
yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum 
sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 
dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 
Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang 
melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap 
melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan 
oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu 
kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi 
aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak 
asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum- seharusnya 
mendapat prioritas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat 
lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak 
adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa
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ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga 
dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 
diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer. 
Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 
wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis 
yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun 
disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu 
luas dan banyak.
Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik 
yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila sarana fisik 
seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik 
yang kurang baik, petugas tidak dapat membuat berita acara 
mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan 
Mustafa Abdullah7, polisi tidak dapat bekerja dengan baik apabila 
tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 
proporsional.
Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan 
yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya 
sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum
7 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. (Jakarta: 
Rajawali.1987). him. 32.
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menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 
aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga 
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 
bersangkutan.
Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak 
mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta 
menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, 
serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini 
menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan 
faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam 
pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang
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menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Menurut 
Lawrence M. Friedman, sebagai suatu sistem (atau subsitem dari 
sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 
substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun 
bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan 
lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga- 
lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan 
seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta 
perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang 
berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasamya yang mencakup nila- 
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 
dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk 
(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan
pasangan yang nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan
- i -
ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi 
pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan
8 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta :PT. 
Rajagrafindo Persada. 2012). Hlm. 59.
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Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur 
dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum 
tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik 
sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun 
oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak 
hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan 
oleh masyarakat luas.
Dari kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, 
tidak disebutkan faktor yang sangat dominan berpengaruh atau semua 
faktor tersebut harus mutlak mendukung untuk membentuk efektifitas 
hukum.
Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum 
harus diawali untuk mempertanyakan hukumnya, kemudian disusul 
penegak hukumnya, lalu sarana dan fasilitas yang menunjang,
kemudian respon masyarakat serta kebudayaan yang terbangun.
- i -
Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan 
hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang 
ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu 
inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi 
penerapan suatu hukum.
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Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi 
wilayah “abu-abu" tidak jelas dan samar-samar bahkan kerapkali 
dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila 
orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang 
bersalah menjadi bebas.
Dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah sekaligus asas 
praduga bersalah. Polisi dituntut untuk menjadikan asas ini sebagai 
suatu bekal dalam bertindak terutama dalam melakukan penangkapan. 
Tetapi menurut Achmad Ali,9 membicarakan asas praduga ini haruslah 
berhati-hati karena masyarakat bisa saja keliru memahami, khususnya 
membicarakan asas praduga bersalah.
Polisi dalam profesionalismenya bekerja bisa saja menganut asas 
praduga bersalah karena mungkin telah cukup kuat bukti, namun 
dalam proses hukum haruslah mengedepankan asas praduga tak 
bersalah.
Achmad Ali dalam bukunya menjelajahi kajian empiris terhadap 
hukum,10 menyebutkan Polisilah yang berada pada garda terdepan 
karena Polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan 
warga masyarakat, dibandingkan dengan Penegak Hukum lainnya
9 Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: Chandra Pratama. 1996). Hlm 29
1 0 . Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (jakarta: Yarsif. 1998). Hlm 46
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yang berada “di balik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka 
bekerja sehari-hari.
Oleh karena itu sikap dan keteladanan personal Kepolisian 
menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya oleh warga 
masyarakat terhadap penegak hukum, yang cukup berpengaruh 
terhadap ketaatan warga masyarakat.
Olehnya itu, kualitas dan keberdayaan Polisi menurut Achmad 
Ali,11 merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau 
tidaknya ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan 
persoalan efektivitas hukum, maka selain faktor-faktor tersebut, ada 
juga pandangan lain seperti ajaran realisme yaitu pengindentikan 
hukum dengan proses pengadilan.
Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya 
karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai 
intrinsik subjektif dari masing-masing orang
Hal ini, diungkapkan Syamsuddin Pasamai,12 bahwa pada 
hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang 
sangat erta dengan persoalan penerapan, pelaksanaan hukum dalam
11 Ahmad Ali. Op. Cit. Hlm 30.
12 Syamsuddin Pasamai. Sosiologi dan Sosiologi Hukum. (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafik 
2010). Hlm 23
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masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar- 
benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
Berkenaan dengan morfologi antara efektivitas hukum dengan 
persoalan-persoalan di sekitar penerapan pelaksanaan dan penegakan 
hukum tersebut, tidak jarang ditemukan ada warga masyarakat yang 
memvonis bahwa keadaan Pemerintah (arti luas) di Indonesia, secara 
empirik mencerminkan bahwa penerapan pelaksanaan dan penegakan 
hukum ternyata masih belum atau kurang efektif. Hal ini disebabkan 
fungsi hukum belum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga 
berakibat tidak dapatnya diwujudkan tujuan-tujuan postif dari hukum.
Menurut L.J. Van Apeldoom,13 bahwa efektivitas hukum berarti 
keberhasilan keberhasilan, kemajemukan atau undang-undang untuk 
mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.
Pandangan L.J. Van Apeldoorn ini, memandang efektifnya suatu 
hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai
pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan
- i -
di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru, maka 
disinilah hukum dipertanyakan, walaupun dengan ini dapat saja 
dibantah bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk 
pelaksanaan hukumnya.
13 L.J. Van Apeldoorn. Pengantar Umu Hukum. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. terjemahan Mr.
Oetrid Sadino 1996). Hlm 43.
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Efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala 
hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta 
masyarakat yang mensupport ke arah itu.
B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit 
yang berasal dari bahasa Belanda. Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan penjelasan satu pun 
mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. 
Tindak pidana dalam bahasa Belanda yang disebut Strafbaarfeit, 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf berarti pidana dan hukum, baar 
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.14
P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai pengertian tindak
pidana secara harfiah, yaitu :15i
Secara "harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan pembuatan 
pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah 
’’strafbaar fe if’ ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah "strafbaar
14 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. 
2012), hlm. 19.
15 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997). 
Hlm. 181.
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fe it’ terdiri dari: straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat 
(boleh), dan feit berarti peristiwa (perbuatan). Jadi istilah strafbaar 
feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang 
dapat dipidana.
P.A.F. Lamintang selanjutnya menguraikan beberapa 
pengertian strabaar feit dari para ahli yakni :16
a. Hazewinkel Suringa :
Strafbaar feit adalah perilaku manusia yang suatu saat tertentu 
telah ditolak di dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat didalam undang-undang.
b. Simon :
Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang dapat 
dihukum.
c. Pompe :
Perkataan strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan jaminannya kepentingan umum.
Menurut pompe menyatakan bahwa :17
Pengertian strafbaar feit adalah feit yang strafbaar (yang dapat 
dipidana). Strafbaar feit ada apabila unsur-unsurnya menurut 
rumusan undang-undang dari feit telah dipenuhi. Orang yang 
melakukan strafbaar feit dapat dipidana jika tidak ada hal ikhwal 
yang menghapuskan pengenaan pidana terhadapnya.
16 Op. Cit.
17 Pipin Syarifin. Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia. 2000). Hlm. 53.
Lanjut Pompe, pengertian strafbaar feit dibedakan dalam dua 
macam :
1. Definisi menurut teori, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 
dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, stafbaar feit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan perundang- 
undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukum.
J.E Jonkers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua
pengertian berikut :18
1. Definisi Pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang 
dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena atau alpa 
oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Jalan pikiran 
menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa 
setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang- 
undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan 
pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang 
telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang 
panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan 
pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah 
dirumuskan secara tegas di dalam setiap detik, atau unsur- 
unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.
Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan tentang tindak pidana
bahwa :19 -
Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam 
tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan 
hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- 
undang ditanggapi sebagai hukum pidana. Istilah tindak pidana
18 Ibid. Hlm. 51.
19 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Anak Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003). Hlm. 1.
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hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat 
dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.
Andi Hamzah menyatakan strafbaar feit dengan istilah Inggris
criminal act dengan alasan :20
Pertama, bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, 
atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang 
dilarang oleh hukum. Kedua, karena criminal act juga dapat 
dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan 
cribillity atau responsibilitty juga dapat dipidananya seorang selain 
daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai 
kesalahan (guilt).
Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat 
lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu. Dalam hal ini larangan dijatuhkan kepada 
perbuatan yang merupakan suatu keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Lamintang,21 unsur-unsur tindak pidana dibagi 
menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur- 
unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah
20 Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. (Jakarta: Pradnya Paramitha. 
1993). Hlm. 32.
21 Lamintang. Op.cit. hlm. 193.
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unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Sedang yang 
dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di 
lakukan.
Lanjut Lamintang mengemukakan unsur-unsur subjektif dari 
tindak pidana sebagai berikut:
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP:
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain:
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti
s-
yang misalnya yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPP.
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Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu 
adalah:
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid,
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya ’’keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Teguh
Prasetyo,22 didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu:
a. Unsur obyektif
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
yang hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan- 
keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan, yang terdiri dari:
1) Sifat melanggar hukum.
22 Teguh Prasetyo. Op.cit, hlm. 50.
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2) Kualitas dari si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP.
3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur subyektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Dan unsur ini terdiri dari:
1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat(1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dala 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan
terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 
KUHP.
Sedangkan menurut Moeljatno,23 unsur-unsur atau elemen 
perbuatan pidana terdiri dari:
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya ada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 
terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 
dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat 
dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini 
ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misanya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa 
penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini 
menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan 
penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu 
seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan 
perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan 
keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.
23 Ibid. hlm. 52.
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d. Unsur melawan hukum yang objektif.
Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan lahir 
atau objektif yang menyertai perbuatan.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 
kejahatan itu sendiri.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 
sebagai berikut:24
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan 
(misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III.
1. Kejahatan
Secara doktrin Ketajahatan adalah Rechtdelicht, yaitu 
perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-
- i -
undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik 
dalam Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan 
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan 
dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dapat
24 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm 121.
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dikuaiisifikasikan sebagai rechtdelicht dapat disebut antara 
lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
2. Pelanggaran
Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari 
sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang 
merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini 
baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh 
karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi 
pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. 
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 
sebagai wetsdelicht dapat disebut misalnya memarkir mobil 
di sebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah 
kanan dan sebagainya.
Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana
secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti
- i -
tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap 
pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut 
bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang 
baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat 
setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan 
demikian tidak semua kejahatan merupakan perbuatan
yang benar-benar telah dirasakan masyarakat sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat 
juga pelanggaran yang memang benar-benar telah 
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu 
belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang- 
undang.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formieel delicten) dan tindak pidana materiil (matreieel 
delicten).
1. Tindak Pidana Formil 
Adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan 
pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat 
dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana 
yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah 
dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang- 
undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut 
misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 
KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 
KUHP dan sebagainya.
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2. Tindak Pidana Materil
Adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan 
pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, 
bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru 
dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila 
akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana 
ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. 
Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum 
bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi 
baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana 
pembunuhan Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan 
Pasal 378 KUHP dan sebagainya.
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpose delicten).
1. Tindak Pidana Sengaja (Dolus Delicten)
Adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan 
dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.
2. Tindak Pidana Tidak Sengaja (Culpose Delicten)
Adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan 
dengan kesengajaan atau mengandung unsur culpa.
32
d. Berdasarkan macam pembuatannya, dapat dibedakan dengan 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, 
disebut juga tindak pidana komisi (delicta omissionis)
1. Tindak Pidana Aktif/Positif atau Tindak Pidana Komisi 
(Dellicta Commissionis).
Adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan 
aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan 
materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 
berbuat.
2. Tindak pidana pasif/negatif atau tindak pidana omisi (dellicta 
ommissionis).
Adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan 
pasif (negatif) atau pembiaran. Terbagi menjadi dua yaitu:
a. Tindak pidana pasif mumi, yaitu tindak pidana pasif 
yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang 
semata-mata unsur perbuatannya adalah perbuatan 
pasif.
b. Tindak pidana pasif tidak mumi, yaitu tindak pidana 
yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi 
dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.
33
e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
daiam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.
1. Tindak Pidana Berlangsung Seketika (Aflopende Delicten) 
Adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
singkat.
2. Tindak Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten) 
Adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya berlangsung 
dalam waktu lama.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus.
1. Tindak Pidana Umum
Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 
sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
2. Tindak Pidana Khusus
Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 
sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat
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diiakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat 
dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (Gewone Delicten) 
dan Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten).
1. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten)
Dalam hal ini ialah tindak pidana yang untuk dilakukan 
penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak.
2. Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten)
Adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan 
penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya 
pengaduan orang yang berhak mengajukan pengaduan. 
Tindak pidana aduan terdiri dari 2 macam:
a. Tindak pidana aduan mutlak, adalah tindak pidana 
aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan harus 
ada.
b. Tindak pidana aduan relatif, adalah tindak pidana yang 
menjadi aduan jika memenuhi syarat tertentu.
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 
(eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat
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{gequalificeerde deHcten),dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde deUcten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi , maka tindak 
pidana ini tidak terbatas macamnya bergantung dari 
kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana 
terhadap nyawa dan tubuh, tindak pidana terhadap harta 
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan anatar tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).
1. Tindak Pidana Tunggal (Enkelvoudige Delicten)
Adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 
dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbuatan saja.
2. Tindak Pidana Berangkai (Samengestelde Delicten)
Adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 
dapat dipidananya, diisyaratkan dilakukan secara berulang.
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C. Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat
Menurut Adami Chazawi,25 penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat adalah berupa kejahatan yang 
dicantumkan dalam KUHP bersama-sama dengan Pasal 154a tentang 
penghinaan mengenai bendera kebangsaan R!, melalui Undang- 
Undang No. 73 Tahun 1958. Penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat ini dirumuskan dalam Pasal 142a sebagai 
berikut:
Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat pilih lima ribu rupiah.
Dengan rumusan seperti di atas, penghinaan menurut Pasal 142a 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatannya: Menodai.
b. Objeknya: Bendera kebangsaan negara sahabat
Menurut Adami Chazawi,26 perbuatan menodai yang di dalamnya 
telah terkandung sifat menghina, sifat merendahkan, sifat melecehkan 
rakyat, dari negara yang mempunyai bendera tersebut, bukan latji 
rakyat Indonesia. Walaupun demikian kejahatan ini penting dalam 
rangka pergaulan sesama bangsa di dunia, dimana ada kewajiban 
untuk menghormati bendera kebangsaan dari negara-negara lain
25 Adami Chazawi. Hikum Pidana Positif Penghinaan. (Surabaya: PMN.2009). hlm. 205.
26 Ibid. Hlm 205
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bukan saja berupa kewajiban moral atau etika pergaulan bangsa- 
bangsa dunia modem, tetapi juga telah merupakan kewajiban hukum, 
dengan dimaksudkannya menjadi suatu jenis kejahatan seperti Pasal 
142a. Ada misi pembentukan kesadaran hukum terhadap bangsa 
Indonesia dalam Pasal 142a, disamping maksud menjunjung tinggi 
persahabatan antar bangsa-bangsa negara dunia.
Dalam praktiknya Pasal ini tidak sebagaimana yang diinginkan. 
Dalam beberapa kejadian, seperti beberapa pembakaran bendera 
negara asing dalam demo-demo besar anti negara asing tertentu, tidak 
secara jelas bagaimana penanganannya oleh aparat penegak hukum. 
Agaknya ada kecenderungan aparat membiarkan dengan tidak 
mengusut kejahatan seperti ini. Apabila benar demikian, hal ini dapat 
merugikan citra bangsa kita dalam pergaulan sesama bangsa.
Dengan dibentuknya kejahatan penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat seperti Pasal 142a, membuktikan bahwa 
bangsa kita tnenghargai bendera negara-negara asing. Penghargaan 
ini sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia adalah termasuk bangsa 
besar yang beradab, hidup di tengah-tengah pergaulan sesama 
bangsa. Suatu ciri khas bangsa beradab dalam zaman modern ialah 
bangsa itu menghargai bendera kebangsaan negara-negara lain.
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Dengan dibentuknya kejahatan penghinaan khusus dalam Pasal 
142a, Pemerintah Indonesia sendiri, tetapi juga terkandung maksud 
pendidikan bagi rakyatnya kearah penghargaan terhadap bendera 
kebangsaan negara-negara asing.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1958 (LN No. 69 
Tahun 1958), mencantumkan pula beberapa tindak pidana terhadap 
bendera kebangsaan asing, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 
juncto Pasal 1, 3, 5 dan 6. Tindak pidana terhadap bendera 
kebangsaan asing dalam Pasal 8 ini, adalah jenis pelanggaran yang 
diancam dengan pidana kurungan maksimum 3 bulan atau pidana 
denda maksimum lima ratus rupiah.
Tindak pidana menurut PP No. 41 Tahun 1958 bukan ditujukan 
pada sifat merendahkan atau menghina bangsa dan rakyat negara 
asing, tetapi sekedar ditujukan pada benda benderanya. Misalnya 
dalam hal warga negara Indonesia memasang atau menggunakan 
bendera asing di tempat dan pada saat tertentu atas ijin atau anjuran 
dari Kepala Daerah setempat, tetapi ijin atau anjuran itu tidak ada 
(Pasal 8 juncto Pasal 1). Atau menggunakan bendera kebangsaan 
asing yang tidak disertai juga dengan memasang/ menggunakan 





Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis 
pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada penegak 
hukum di kota makassar diantaranya Polisi Resort Kota Besar 
Makassar (Polretabes), Polisi Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan 
Negeri Makassar dan Para Ahli Hukum yang berkaitan dengan judul 
delik penodaan terhadap bendera negara sahabat di kota makassar.
B. Jenis dan Sumber Data
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:
1. Data Primer
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan ■* 
wawancara interview ^pada penegak hukum diantaranya pihak 
Kepolisian, Kejaksaan, dan Ahli hukum yang terkait dengan Delik 
Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat.
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat di Kota 
Makassar.
C. Teknik Pengumpulan Data
Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan 
penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:
1. Pengumpulan data melalui literatur-literatur yang diteliti 
untuk penulisan skripsi mengenai Delik Penodaan Terhadap 
Bendera Negara Sahaba di Kota Makassar.
2. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan tanya jawab 
kepada pihak aparat penegak hukum dan pakar ahli hukum 
yang berkaitan dengan Delik Penodaan Terhadap Bendera 
Negara Sahaba di Kota Makassar. ^
D. Análisis Data
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan
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kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.
Anaiisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut 
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat di 
Kota Makassar
Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, 
wilayah yang permanen, dan pemerintah yang sah. Dalam arti luas 
negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara 
konstitusional (berdasarkan undang -  undang) untuk mewujudkan 
kepentingan bersama.
Negara sebagai suatu organisasi yang berdaulat pasti memiliki 
bendera negara. Bendera adalah sepotong kain, sering dikibarkan di 
tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal 
atau identifikasi. Hal ini paling sering digunakan untuk melambangkan 
suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan. 
Bendera negara merupakan bendera yang sangat sakral bagi suatu 
negara dan tidak satupun orang dapat menodai bendera suatu negara 
baik itu bendera Negara Republik Indonesia maupun bendera negara 
sahabat. Bentuk penodaan bendera sahabat seperti melakukan 
pembakaran bendera, menginjak-injak dan merobek bendera negara 
sahabat yang dapat melecehkan kedaulatan suatu negarakarena
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tindakan tersebut dapat memunculkan pandangan negatif bangsa lain 
dan dapat mengganggu keharmonisan hubungan dengan negara - 
negara sahabat.
Menurut Adami Chazawi,27 penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat adalah berupa kejahatan yang 
dicantumkan dalam KUHP bersama-sama dengan Pasal 154a tentang 
penghinaan mengenai bendera kebangsaan RI, melalui Undang- 
Undang No. 73 Tahun 1958. Penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat ini dirumuskan dalam Pasal 142a sebagai 
berikut:
Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat pilih lima ribu rupiah.
Dengan rumusan seperti di atas, penghinaan menurut Pasal 142a 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatannya: Menodai.
b. Objeknya: Bendera kebangsaan negara sahabat A
Menurut Adami Chazawi,28 perbuatan menodai yang di dalamnya 
telah terkandung sifat menghina, sifat merendahkan, sifat melecehkan 
rakyat, dari negara yang mempunyai bendera tersebut, bukan lagi
27 Adami Chazawi. Hikum Pidana Positif Penghinaan. (Surabaya: PMN.2009). hlm. 205.
28 Ibid. Hlm 205
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rakyat Indonesia. Walaupun demikian kejahatan ini penting dalam 
rangka pergaulan sesama bangsa di dunia, sebab kewajiban moral dan 
hukum untuk menghormati bendera kebangsaan dari negara-negara 
lain. Ada misi pembentukan kesadaran hukum terhadap bangsa 
Indonesia dalam Pasal 142a, disamping maksud menjunjung tinggi 
persahabatan antar bangsa-bangsa negara dunia.
Dalam praktiknya Pasal ini tidak sebagaimana yang diinginkan. 
Dalam beberapa kejadian, seperti beberapa pembakaran bendera 
negara asing dalam demo-demo besar anti negara asing tertentu, tidak 
secara jelas bagaimana penanganannya oleh aparat penegak hukum. 
Agaknya ada kecenderungan aparat membiarkan dengan tidak 
mengusut kejahatan seperti ini. Apabila benar demikian, hal ini dapat 
merugikan citra bangsa kita dalam pergaulan sesama bangsa.
Dengan dibentuknya kejahatan penghinaan mengenai bendera 
kebangsaan negara sahabat seperti Pasal 142a, membuktikan bahwa 
bangsa kita menghargai bendera negara-negara asing. Penghargaan 
ini sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesfa adalah termasuk bangsa 
besar yang beradab, hidup di tengah-tengah pergaulan sesama 
bangsa. Suatu ciri khas bangsa beradab dalam zaman modern ialah 
bangsa itu menghargai bendera kebangsaan negara-negara lain.
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Dengan dibentuknya kejahatan penghinaan khusus dalam Pasal 
142a, Pemerintah Indonesia sendiri, tetapi juga terkandung maksud 
pendidikan bagi rakyatnya kearah penghargaan terhadap bendera 
kebangsaan negara-negara asing.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1958 (LN No. 69 
Tahun 1958), mencantumkan pula beberapa tindak pidana terhadap 
bendera kebangsaan asing, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 
juncto Pasal 1, 3, 5 dan 6. Tindak pidana terhadap bendera 
kebangsaan asing dalam Pasal 8 ini, adalah jenis pelanggaran yang 
diancam dengan pidana kurungan maksimum 3 bulan atau pidana 
denda maksimum lima ratus rupiah.
Tindak pidana menurut PP No. 41 Tahun 1958 bukan ditujukan 
pada sifat merendahkan atau menghina bangsa dan rakyat negara 
asing, tetapi sekedar ditujukan pada benda benderanya. Misalnya 
dalam hal warga negara Indonesia memasang atau menggunakan 
bendera asing di tempat dan pada saat tertentu atas ijin atau anjuran 
dari Kepala Daerah setempat, tetapi ijin atau anjuran itu tidak ada 
(Pasal 8 juncto Pasal 1). Atau menggunakan bendera kebangsaan 
asing yang tidak disertai juga dengan memasang/ menggunakan 
Bendera Kebangsaan Indonesia (Pasal 8 Juncto Pasal 3).
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Pada kenyataannya kasus penodaan terhadap bendera negara 
sahabat sering terjadi pada aksi -  aksi demonstrasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa. Pembakaran, merobek dan menginjak-injak bendera 
dalam aksi demonstrasi merupakan bentuk protes terhadap negara lain 
yang dianggap mengganggu kepentingan negara dan negara lain.
Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penerapan 
terhadap Pasal 142a kurang diperhatikan oleh pihak kepolisian yang 
mengamankan berjalannya aksi demonstrasi mahasiswa. Salah satu 
contoh kasus delik penodaan terhadap bendera negara sahabat yang 
terjadi pada:
“aksi demonstrasi mahasiswa universitas muslim Indonesia yang 
dilakukan di Fly Over Jl. Urip Sumohaijo, Makassar, Minggu 
(16/07/2013) pukul 16.00 WITA bahkan sempat diwarnai 
pembakaran bendera Amerika Serikat”.
Namun berdasarkan penelusuran di Polrestabes Makassar tidak
ditemukan data terkait delik penodaan bendera negara sahabat pada
- i
aksi demonstrasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya 
penegakan hukum terhadap delik penodaan terhadap bendera negara 
sahabat oleh pihak kepolisian di kota Makassar. Tidak diterapkannya 
Pasal tersebut dikarenakan juga oleh kurangnya pemahaman penegak 
hukum terhadap Pasal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil
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wawancara penulis tanggai 5 Agustus 2013 dengan salah satu aparat
kepolisian di Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa:
“bagaimana kami mau mengambil tindakan kalau tidak ada yang 
keberatan terhadap kasus pembakaran bendera tersebut makanya 
kami polisi tidak bisa mengambil tindakan ketika terjadi kasus 
pembakaran bendera saat demonstrasi mahasiswa terjadi. Dan 
semua pendemonstrasi lari ketika mau ditangkap”.
Lebih lanjut dinyatakan oleh aparat kepolisian lain (tgl.
05/08/2013) di Polrestabes Makassar menyatakan bahwa:
“Sangat sulit menindaki tindak pidana yarig dilakukan oleh 
mahasiswa ketika dilarang atau ditangkap akan menimbulkan 
kericuhan yang lebih besar jadi kami kepolisian hanya 
mengamankan aksi demonstrasi supaya tidak berbuat anarkis yang 
berimbas lebih besar. Apalagi demonstrasi yang dilakukan oleh 
mahasiswa memiliki jumlah massa yang sangat besar jadi kita lebih 
mengutamakan keamanan dalam demonstrasi dibandingkan 
penegakan Pasal 142a tersebut. Bukan berarti kita melakukan 
pembiaran tertapi imbas lebih besarnya yang kita antisipasi”.
Wawancara di atas tersebut menunjukkan kekurangannya 
pemahaman polisi mengenai Pasal 142a KUHP yang merupakan 
tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukan 
penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya 
pengaduan dari yang berhak dan bukan merupakan tindak pidana 
aduan sebagaimana yang dipahapi oleh aparat kepolisian tersebut 
diatas.
Pendapat lain dinyatakan oleh Hadaming, salah satu aparat 
kepolisian di kantor kepolisian Republik Indonesia daerah provinsi
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Sulawesi selatan (Hasil wawancara tgl. 15/08/2013) menyatakan 
bahwa:
“sulit menindak penodaan bendera negara sahabat yang dilakukan 
oleh mahasiswa ketika demonstrasi karena tidak memenuhi unsur 
kecuali dilakukan di kantor kedutaan besar negara sahabat yang ada 
di Indonesia baru dapat ditindak lanjuti.”
Pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Prof. Dr. Hery Tahir,
S.H, M.H yang menyatakan bahwa:
“terkait penodaan bendera negara sahabat tidak harus dilakukan di 
kantor kedutaan tetapi di mana saja locus delictinya itu perlu 
ditindak lanjuti sebagai tindak pidana jadi tidak ada kaitannya 
dengan kedutaan atau bukan dilihat dari locus delictinya tetapi 
yang lebih penting karena bendera tersebut sebagai simbol suatu 
negara.
Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
menerapkan Pasal 142a KUHP tidak harus memperhatikan locus 
delictinya tetapi dikarenakan bendera tersebut merupakan simbol 
negara yang harus dihormati oleh negara lain. Jadi pendapat oknum 
poiisi di kantor kepolisian Republik Indonesia daerah provinsi Sulawesi 
Selatan itu tidak dapat dibenarkan karena menganggap tindak pidana 
penodaan bendera negara sahabat dapat ditindak lanjuti ketika 
dilakukan di kedutaan besar negara sahabat yang ada di Indonesia. 
Hal tersebut juga menunjukkan oknum kepolisian di Polrestabes 
Makassar maupun kepolisian daerah Sulawesi Selatan tidak 
memahami secara jelas mengenai Pasal 142a KUHP.
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Sejalan dengan pendapat tersebut diatas salah satu Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Makassar (Hasil wawancara tgl. 05/08/2013)
juga memberikan informasi bahwa:
“belum pernah ada pelimpahan kasus dari pihak kepolisian 
mengenai delik penodaan bendera negara sahabat yang sampai ke 
kejaksaan. Kami dikejaksaan hanya menunggu perkara dari 
kepolisian jadi masalah penodaan bendera negara lain belum 
pernah diajukan ke pengadilan”.
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Pasal 142a KUHP oleh penegak hukum terutama pihak Polrestabes 
Makassar selaku penegak hukum pertama yang harusnya menangani 
delik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Dalam penegakan hukum di era dempkrasi 
seperti saat ini, memang sulit karena setiap warga negara diberikan 
kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Seperti kasus penodaan 
bendera negara sahabat di Indonesia sangat sulit untuk dilakukan 
penindakan secara hukum dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan 
sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap negara lain, apalagi 
tindak tersebut tidak mengganggu keamanan atau stabilitas nasional 
negara Republik Indonesia.
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B. Kendala dalam Penerapan Delik Penodaan terhadap Bendera 
Negara Sahabat di Kota Makassar
Tidak diterapkannya penegakan hukum sebagaimana mestinya 
tidak terlepas dari adanya kendala-kendala dari negara tersebut. Bagi 
pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan lebih lanjut berkaitan 
dengan Pasal 142a KUHP sehingga dapat mempermudah 
penerapannya, karena dalam pembakaran bendera dalam aksi unjuk 
rasa ada kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu harkat dan 
martabat negara dan warga negara dari bendera kebangsaan asing 
tersebut, hal ini berkaitan dengan menjaga harmonisasi hubungan 
antar negara.
Ada beberapa kendala dalam penerapan Pasal 142a KUHP 
dalam demonstrasi mahasiswa sebagai berikut:
1. Kurangnya Pemahaman Pihak Penegak Hukum Terhadap 
Pasal 142a KUHP Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara 
Sahabat
- i -
Kurangnya pemahaman penegak hukum dapat dilihat dari 
pernyataan oknum kepolisian di Polrestabes Makassar dan 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menganggap bahwa 
penodaan terhadap bendera negara sahabat, ketika dilakukan di 
kantor kedutaan besar negara sahabat yang ada di negara 
Republik Indonesia padahal dalam menentukan tindak pidana
51
dalam Pasal ini tidak harus memperhatikan lacus delictinya 
tetapi harus dipandang bahwa bendera merupakan simbol suatu 
negara yang harus dihormati. Selain itu dikarenakan tidak 
adanya laporan dari pihak yang dirugikan padahal jelas bahwa 
penodaan bendera negara sahabat bukan delik aduan sehingga 
penodaan bendera harus ditindak secara hukum sehingga tidak 
mengganggu keharmonisan hubungan antar negara.
2. Tidak Adanya Kepentingan Nasional Yang Mendesak Penyidik 
Untuk Melakukan Penyidikan
Penodaan bendera negara sahabat merupakan bentuk 
protes atau perlawanan terhadap negara lain sehingga hal ini 
tidak memiliki hubungan dengan stabilitas nasional meskipun 
Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. 
Penegak hukum tidak terlepas dari kepentingan nasional suatu 
bangsa oleh karena itu penegak hukum menganggap tidak ada
permasalahan yang urgen untuk dilakukan penyidikan terhadap
- i
hal tersebut. Pertimbangan lain bahwa dalam era demokrasi 
diberikan hak kepada setiap warga negara untuk 
mengekspresikan dirinya sehingga penegak hukum memberikan 
justifikasi bahwa pembakaran bendera atau penodaan bendera 
yang dianggap sebagai simbol suatu negara merupakan bentuk 
protes terhadap negara tersebut.
Dengan masih terdapatnya kendala tersebut maka 
penerapan Pasal 142a KUHP belum optimal atau bisa disebut 
tidak dilaksanakan padahal jelas bahwa setiap warga negara 
yang melakukan penodaan bendera dapat dikenakan ancaman 
pidana penjara maksimal empat tahun atau denda tiga ribu 
rupiah (x 15) atau 45.000 rupiah. Lemahnya penegakan Pasal 
142a tersebut juga akan mendorong semakin bebasnya 
mahasiswa yang berunjuk rasa melakukan penodaan bendera 
negara lain padahal jelas bahwa dalam berunjuk rasa harus 
dapat dipertanggung jawabkan secara moril dan hukum sesuai 





Berdasarkan hasil analisis penelitian dilapangan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan mengenai delik penodaan terhadap bendera negara 
sahabat tidak pernah diterapkan di kota Makassar karena dalam 
beberapa kejadian, seperti pembakaran bendera negara 
sahabat dalam aksi demonstrasi mahasiswa, tidak ada upaya 
penanganan dari penegak hukum data Polres maupun Polda 
Sulawesi Selatan menunjukkan tidak adanya perkara delik 
penodaan terhadap bendera negara sahabat di kota Makassar 
meskipun pada kenyataannya perbuatan tersebut ada, misalnya 
pada peristiwa demonstrasi pembakaran bendera negara 
sahabat di Kota Makassar oleh mahasiswa Universitas Muslim 
Indonesia yang dilakukan di Fly Over Jl. Urip Sumoharjo.
2. Tidak diterapkannya delik penodaan terh&dap bendera negara 
sahabat di Kota Makassar tidak terlepas dari beberapa kendala 
yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap Pasal 
142a KUHP, tidak adanya kepentingan nasional yang mendesak
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penyidik untuk melakukan penyidikan, dan lemahnya political will 
dari pemerintah.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan 
beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dalam 
mengatasi permasalahan yang ada, yaitu:
1. Seharusnya penegak hukum di kota makassar menegakkan 
Delik penodaan terhadap bendera negara sahabat di Kota 
Makassar tersebut karena mengingat ini adalah tindak pidana 
yang merupakan delik biasa dimana walaupun tidak adanya 
aduan dari negara yang di rugikan, penegak hukum tetap 
berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
2. Perlu peningkatan pengetahuan dan ketegasan dari aparat 
kepolisian dalam menindaki delik penodaan terhadap bendera 
negara sahabat yaitu dengan memberikan sosialisasi hukum 
mengenai delik penodaan terhadap bendera negara sahabat 
kepada aparat kepolisian di Kota Makassar.
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